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ABSTRAK

Analisis Kesiapan dan Strategi Implementasi Corporate University sebagai
Sistem Pelatihan dan Pembelajaran ASN di Kementerian Perhubungan
Christofel J.A. Roringkon, Mala Sondang Silitonga
christofeljar@gmail.com, malasondangs@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Corporate University (Corpu) telah berkembang sejak 1980-an sebagai strategi
pengembangan sumber daya manusia yang mengintegrasikan peningkatan
kompetensi individu dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks birokrasi
publik, penerapan Corpu sejalan dengan paradigma New Public Management yang
menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki peran strategis dalam
mengembangkan Corpu sebagai sistem pembelajaran aparatur yang terintegrasi dan
berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan kelembagaan
Kemenhub dalam implementasi Corpu serta merumuskan strategi penguatan
perannya sebagai ekosistem pembelajaran organisasi. Penelitian menggunakan
pendekatan mixed methods dengan desain Sequential Explanatory, diawali dengan
survei kuantitatif berbasis tujuh elemen Corpu yang dikembangkan oleh Lembaga
Administrasi Negara, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap
sembilan informan kunci. Hasil penelitian terhadap 396 responden menunjukkan
bahwa tingkat kesiapan kelembagaan Kemenhub secara keseluruhan berada pada
kategori intermediate low. Dari tujuh elemen Corpu, struktur kelembagaan berada
pada kategori advanced; teknologi pembelajaran dan integrasi sistem tergolong
mature; sedangkan manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, dan sistem
pembelajaran berada pada kategori intermediate. Strategi pembelajaran menjadi
elemen dengan kesiapan terendah pada kategori intermediate low. Temuan
kualitatif memperkuat bahwa meskipun fondasi struktural dan dukungan teknologi
telah memadai, praktik pembelajaran berbasis pengalaman, kolaborasi lintas unit,
serta integrasi dengan [Individual Development Plan dan Human Capital
Development Plan belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan
strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan, dan forum kolaboratif menjadi
prioritas menuju Corpu yang adaptif dan berkelanjutan. Secara konseptual,
penelitian ini memperkaya literatur Corpu di sektor publik, dan secara praktis
mendukung transformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Corporate University, Pembelajaran Sektor Publik, Kesiapan
Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara
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ABSTRACT

Readiness Analysis and Implementation Strategy of Corporate University as
an ASN Training and Learning System in the Ministry of Transportation
Christofel J.A. Roringkon, Mala Sondang Silitonga
christofeljar@gmail.com, malasondangs(@gmail.com
Politeknik STTA LAN Jakarta

Since the 1980s, the Corporate University (Corpu) model has evolved as a strategic
approach to human resource development, integrating individual learning with
organizational performance goals. In the public sector, the adoption of Corpu
aligns with the New Public Management paradigm, which emphasizes
effectiveness, accountability, and continuous learning. The Ministry of
Transportation of Indonesia (Kemenhub) plays a strategic role in developing Corpu
as an integrated and sustainable learning system for State Civil Apparatus (ASN).
This study aims to assess the institutional readiness of Kemenhub in implementing
Corpu and to formulate strategies for strengthening its role as an organizational
learning ecosystem. The study employed a mixed-methods approach with a
Sequential Explanatory design, combining a quantitative survey based on seven
Corpu elements developed by the National Institute of Public Administration and
qualitative interviews with nine key informants. Findings from 396 respondents
indicate that the overall institutional readiness level is at the intermediate (low)
category. Among the seven elements, institutional structure is categorized as
advanced, learning technology and system integration as mature, while knowledge
management, learning forums, and learning systems fall under intermediate.
Learning strategy emerged as the weakest element, categorized as intermediate
(low). Qualitative analysis further reveals that, despite strong structural
foundations and digital support, experiential learning practices, cross-unit
collaboration, and integration with the Individual Development Plan and Human
Capital Development Plan remain limited. The study concludes that strengthening
learning strategies, knowledge management, and collaborative forums is essential
to developing an adaptive and sustainable Corpu. Conceptually, the study enriches
public sector Corpu literature, while practically contributing to bureaucratic
transformation toward Indonesia Emas 2045.

Keywords: Corporate University, Public Sector Learning, Institutional Readiness,
Human Capital Development, State Civil Apparatus
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah perusahaan dunia mulai mendirikan Corporate University (Corpu)
sejak dekade 1980-an sebagai respons terhadap dinamika pengetahuan dan
kebutuhan tenaga kerja yang semakin berketerampilan tinggi (Chen et al., 2019).
Corpu kemudian berkembang menjadi instrumen strategis untuk menjamin
kesinambungan kompetensi, transformasi budaya organisasi, dan pencapaian
tujuan jangka panjang. Dalam sektor publik, kemunculan paradigma New Public
Management (NPM) mendorong adopsi nilai dan praktik manajerial dari sektor
swasta ke lembaga pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
layanan publik (Nicholson, 2019; Ross et al., 2023).

Jika lembaga pelatihan tradisional di pemerintahan cenderung bersifat taktis,
individual, reaksioner, dan jangka pendek, maka Corpu menawarkan pendekatan
yang lebih strategis baik secara individual maupun organisasi, bersifat sistematis,
komprehensif, dan berjangka panjang (Wahyudi, 2022). Inilah mengapa banyak
pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mendirikan Corpu
sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan sumber daya manusia
aparatur.

Pada tingkat internasional, banyak negara telah membuktikan efektivitas
pembentukan Corpu sebagai strategi pengembangan SDM sektor publik. Corpu
berfungsi sebagai institusi pembelajaran yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang
tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi teknis tetapi juga pada
pengembangan kepemimpinan, budaya organisasi, dan inovasi. Misalnya, Korea
Selatan melalui National Human Resources Development Institute (NHI) secara
konsisten melatih dan mengembangkan kapabilitas ribuan pegawai negeri dengan
modul yang adaptif terhadap kebutuhan kebijakan dan teknologi terkini. Begitu
pula Inggris dengan Civil Service Learning, yang mengoperasikan platform

pembelajaran daring terpadu, memungkinkan ASN untuk belajar kapan saja dan di



mana saja, sehingga mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Amerika Serikat
juga memiliki Federal Executive Institute sebagai pusat pengembangan
kepemimpinan tingkat tinggi yang berbasis riset dan praktik terbaik.

Corpu telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pengembangan
kompetensi sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun swasta.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Global Council of Corporate
Universities (GlobalCCU) pada tahun 2023, publikasi tahunan terkait Corpu
menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 18,6% per tahun secara global. Angka
ini mencerminkan peningkatan minat dan implementasi Corpu sebagai model
pembelajaran strategis dalam mendukung kinerja organisasi. Pertumbuhan
signifikan ini terjadi karena Corpu terbukti mampu menyelaraskan kebutuhan
individu dengan tujuan organisasi, membangun budaya belajar yang berkelanjutan,
serta memperkuat kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan transformasi.

Di sektor publik, berbagai negara telah mengintegrasikan pembelajaran
berbasis Corpu untuk memenuhi kebutuhan strategis birokrasi modern. Sementara
di sektor swasta, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, IBM, dan General
Electric telah lama mengandalkan Corpu untuk meningkatkan inovasi dan
produktivitas SDM mereka. Pembelajaran berbasis Corpu kini mendapat perhatian
luas, karena dipandang sebagai solusi efektif dalam membangun organisasi yang
tangguh, responsif, dan berorientasi hasil. Implementasi Corpu tidak hanya sekadar
menyediakan pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari proses tata kelola yang
memastikan pengembangan SDM berbasis data, perencanaan kompetensi, dan
kesinambungan transformasi budaya organisasi.

Di Indonesia, inisiatif Corpu pada sektor publik berawal dari transformasi
lembaga pelatihan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina,
PLN, Telkom, Bank Mandiri, Pelindo II, dan BRI (Suharsono, 2022). Keberhasilan
mereka kemudian menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah pusat dan daerah
untuk mengembangkan Corpu secara lebih luas.

Dalam era transformasi birokrasi digital dan globalisasi yang kian kompleks,
pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu pilar

utama dalam memperkuat kapasitas institusi publik. Pemerintah Indonesia melalui



berbagai regulasi strategis seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang
ASN dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020, telah
menegaskan pentingnya sistem pembelajaran ASN yang terintegrasi, berkelanjutan,
dan adaptif. Konsep Corporate University (Corpu) kemudian diadopsi sebagai
sistem pembelajaran nasional ASN yang berorientasi pada kebutuhan organisasi
dan berbasis kinerja. Beberapa kementerian dan pemerintah daerah seperti
Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur, telah
lebih dahulu membentuk dan mengembangkan sistem Corpu dengan model yang
disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing.

Studi menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN secara sistematis
berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja organisasi. Sebagai contoh,
Habibah (2022) dalam penelitiannya di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
menemukan bahwa tingkat pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang
rendah (18,39%) berdampak pada rendahnya indeks profesional ASN di wilayah
tersebut. Temuan ini mempertegas bahwa tanpa sistem pembelajaran yang
terstruktur seperti Corpu, upaya peningkatan kapasitas ASN hanya bersifat
simbolik.

Di sisi lain, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai institusi yang
bertanggung jawab atas pembinaan pengembangan kompetensi aparatur, mulai
mengarahkan transformasi pembelajaran aparatur ke pendekatan yang lebih
kontekstual dan kolaboratif. Inovasi seperti outbound Corpu menjadi salah satu
bentuk penegasan bahwa proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas
atau modul formal, tetapi juga dapat dikembangkan melalui interaksi tim,
pengalaman kerja langsung, serta pendekatan berbasis praktik.

Sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam
menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern, LAN menginisiasi sistem
pembelajaran berbasis Corpu sebagai pendekatan strategis yang menyatukan antara
pengembangan individu dan tujuan organisasi. Upaya ini dituangkan secara
normatif melalui Peraturan LAN RI Nomor 6 Tahun 2023, yang menekankan
perlunya sistem pembelajaran yang dirancang menyeluruh, menyesuaikan arah

kebijakan kelembagaan, serta terhubung dengan indikator kinerja yang terukur.



Dalam kebijakan tersebut, LAN mengembangkan kerangka pembelajaran
nasional berbasis tujuh elemen fungsional yang menjadi tolok ukur pembentukan
ekosistem Corpu. Elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai landasan untuk
membangun sistem pengembangan yang terarah mulai dari kelembagaan pengelola,
tata kelola pengetahuan, sarana pertukaran gagasan, hingga pemanfaatan platform
digital yang mendukung proses belajar secara akuntabel dan terintegrasi.

Sehingga, pengelolaan pembelajaran diharapkan tidak hanya berbasis
program, tetapi juga disusun berdasarkan peta kebutuhan organisasi dan rencana
pengembangan individu melalui dokumen seperti HCDP dan IDP. Instrumen ini
memberikan arah dalam pengembangan kompetensi agar tidak berhenti pada
pelatihan rutin, melainkan benar-benar mendukung transformasi birokrasi melalui
peningkatan daya saing talenta ASN.

Seluruh mekanisme pembelajaran ini didorong untuk terhubung langsung
dengan sistem manajemen kepegawaian nasional. Melalui integrasi ke dalam
ekosistem data seperti SIASN dan inisiatif manajemen talenta nasional, setiap
aktivitas pembelajaran dapat diakses, ditelusuri, dan dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan strategis kelembagaan.

Studi oleh Yulita (2024a) menunjukkan bahwa program Outbound CU yang
dievaluasi menggunakan model Kirkpatrick level 1 dan 2 terbukti efektif
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN secara signifikan. Evaluasi
berbasis model ini juga menunjukkan dalam penelitian oleh Susanty (2022a), yang
menyimpulkan bahwa keberhasilan program pengembangan kompetensi
tergantung pada perencanaan strategis dan umpan balik evaluatif secara berkala.

Beberapa instansi telah menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi dalam
mengembangkan sistem pembelajaran berbasis Corpu. Penelitian yang dilakukan
oleh Setiawati & Fadillah (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan
Corpu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kelembagaan, dukungan
pimpinan, serta kemampuan dalam membangun sistem pembelajaran yang adaptif
terhadap kebutuhan organisasi. Studi mereka mencatat bahwa Kementerian
Keuangan merupakan salah satu contoh terbaik di tingkat nasional karena telah

berhasil membangun struktur pembelajaran terintegrasi, mengembangkan LMS



internal, serta menjadikan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari sistem
manajemen kinerja ASN secara menyeluruh .

Dalam ranah pemerintahan daerah, penerapan Corpu mulai menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan
adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan program Jabar Corpu. Program ini
dinilai cukup progresif karena telah mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan
organisasi, dilengkapi dengan sistem pemetaan kompetensi dan platform digital
yang mendukung pembelajaran. Lebih dari sekadar pelatihan formal, Jabar Corpu
mencakup pula kegiatan knowledge sharing, mentoring, serta penguatan komunitas
belajar yang dibangun berdasarkan isu-isu strategis pembangunan daerah.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan desain yang tepat dan dukungan
kelembagaan yang kuat, model Corpu dapat dioperasionalkan secara efektif dalam
konteks birokrasi.

Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin di sebagian
besar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tunsiah & Soantahon (2023)
mengemukakan bahwa terdapat berbagai hambatan mendasar dalam implementasi
Corpu di lingkungan instansi pemerintah. Hambatan tersebut meliputi tidak
konsistennya kebijakan kelembagaan, belum terbangunnya sistem pembelajaran
yang terintegrasi, serta lemahnya komitmen pimpinan unit kerja dalam menjadikan
pembelajaran sebagai prioritas organisasi. Bahkan, banyak unit pelatihan atau diklat
yang secara kelembagaan belum berevolusi menjadi pusat pembelajaran strategis,
sehingga prinsip-prinsip Corpu belum dapat dijalankan secara utuh.

Tantangan-tantangan tersebut juga dialami oleh Kementerian Perhubungan,
khususnya dalam peranannya sebagai institusi strategis yang bertanggung jawab
atas peningkatan kapasitas ASN sektor transportasi. Meskipun Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub telah menyatakan
bahwa Corpu merupakan pendekatan strategis untuk membentuk ASN yang unggul
dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan (YouTube Kemenhub, 2022),
pada kenyataannya Kementerian ini belum terdaftar sebagai bagian dari Master
Corpu Instansi yang diinisiasi oleh LAN. Padahal, keikutsertaan dalam Master

Corpu bukan hanya bersifat administratif, tetapi menunjukkan pengakuan kesiapan



institusi dalam mengadopsi standar nasional CU yang terintegrasi dan berbasis
tujuh elemen. Dengan kata lain, ketidakterlibatan Kemenhub dalam Master Corpu
bisa mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam kesiapan kelembagaan
yang perlu dievaluasi secara komprehensif.

Fenomena tersebut mendorong pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana
kesiapan aktual di internal Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan
sistem Corpu sebagai model pembelajaran ASN. Bila ditelusuri lebih lanjut, kita
dapat melihat dinamika yang cukup menarik di tingkat unit teknis. Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara (DJPU), misalnya, sebagai salah satu unit kerja
strategis di lingkungan Kemenhub, memperlihatkan tren penurunan dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN selama tiga tahun terakhir. Data
berikut menggambarkan kondisi tersebut secara lebih rinci:

Tabel 1.1. Tingkat Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN di Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2022-2024

Jumlah Pegawai yang .
Jenis
Jumlah telah mendapatkan
No | Tahun . Persentase Pengembangan
Pegawai pengembangan c
5 Kompetensi
kompetensi
1 2022 15.341 8 Pendidikan
47.73 %
7.312 Pelatihan
2 2023 14.810 18 Pendidikan
46,87%
6.920 Pelatihan
3 2024 14.921 18 Pendidikan
30,75%
4.571 Pelatihan

Sumber : Pengembangan Kompetensi DJPU (2024), diolah oleh penulis.

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa pengembangan kompetensi ASN di
lingkungan DJPU menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada
tahun 2022, dari total 15.341 pegawai, sebanyak 7.320 pegawai atau sekitar 47,73%
tercatat telah mendapatkan pengembangan kompetensi, baik melalui jalur
pendidikan maupun pelatihan. Rinciannya adalah 8 pegawai mengikuti pendidikan,
dan 7.312 pegawai mengikuti pelatihan.

Namun, pada tahun 2023, meskipun jumlah pegawai menurun menjadi

14.810, angka partisipasi dalam pengembangan kompetensi juga mengalami



penurunan, yakni sebesar 46,87%. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
hanya 18 orang, dan pelatihan hanya diikuti oleh 6.920 orang. Meskipun selisih
persentasenya relatif kecil, hal ini menandakan bahwa upaya pengembangan
kompetensi belum dilakukan secara merata, bahkan cenderung stagnan.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan tampak pada tahun 2024. Dari total
14.921 pegawai, hanya 18 orang yang mendapatkan pendidikan dan 4.571 orang
yang mengikuti pelatihan, menghasilkan tingkat pemenuhan pengembangan
kompetensi yang menurun tajam menjadi 30,75%. Penurunan ini mencerminkan
adanya pengurangan aktivitas pengembangan kompetensi ASN secara signifikan di
tahun tersebut.

Tabel 1.2. Tingkat Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN di Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat Tahun 20222023

Jumlah Pegawai Persentase
Jumlah yang telah pemenuhan Jumlah judul
No. | Tahun . mendapatkan kewajiban pengembangan
Pegawai .
pengembangan pengembangan kompetensi
kompetensi kompetensi
1 2022 4.782 416 8,69% 132
2 2023 5.180 329 6,35% 123

Sumber: SIK Kementerian Perhubungan (2024), diolah oleh penulis.

Tren penurunan partisipasi pengembangan kompetensi ASN tidak hanya
terjadi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tetapi juga tampak secara nyata
di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD). Berdasarkan data pada Tabel
1.2, diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 4.782 pegawai, dengan 416 di
antaranya yang mengikuti program pengembangan kompetensi. Hal ini
menghasilkan tingkat pemenuhan kewajiban sebesar 8,69%, yang meskipun relatif
rendah, masih menunjukkan adanya upaya pelatihan yang cukup signifikan dengan
132 judul pelatihan yang diselenggarakan.

Namun, kondisi tersebut justru mengalami penurunan pada tahun 2023.
Jumlah pegawai meningkat menjadi 5.180 orang, tetapi hanya 329 pegawai yang
mengikuti pelatihan, atau setara dengan 6,35%. Penurunan ini juga tercermin dalam

berkurangnya jumlah program pelatihan yang dilaksanakan, dari 132 judul pada
2022 menjadi 123 judul pada 2023. Ini menandakan bahwa baik dari sisi partisipasi



maupun ragam pelatihan, DJPD mengalami penurunan komitmen dalam
pengembangan kompetensi pegawainya.

Fakta bahwa tingkat pemenuhan kewajiban pelatihan hanya mencapai 6,35%
sangat jauh dari standar minimal 20 jam pelajaran per ASN per tahun sebagaimana
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rendahnya angka ini
menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN di lingkungan DJPD masih
bersifat administratif dan belum dijadikan sebagai instrumen strategis dalam
peningkatan kualitas SDM sektor transportasi darat.

Selain itu, penurunan ini juga dapat menjadi indikator belum terintegrasinya
proses pembelajaran dalam satu sistem kelembagaan yang berkelanjutan
sebagaimana konsep Corporate University. Tidak tersedianya perencanaan
pengembangan SDM berbasis kebutuhan seperti HCDP dan IDP juga memperbesar
kesenjangan antara kebutuhan riil organisasi dan program pelatihan yang tersedia.

Hasil wawancara dengan pihak internal Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut (DJPL) juga mengungkap bahwa program pelatihan masih bersifat reaktif dan
bergantung pada penawaran dari pihak luar, tanpa adanya pemetaan kebutuhan
belajar yang terstruktur. Bahkan rencana penyusunan IDP dan HCDP yang
diagendakan pada 2025 dibatalkan karena alasan efisiensi anggaran.

Sebagai pendalaman terhadap kondisi tersebut, hasil pra-survei yang
dilakukan terhadap pegawai di tiga direktorat utama di lingkungan Kementerian
Perhubungan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap konsep Corpu
masih tergolong rendah. Sebanyak 82% responden mengaku belum memahami
konsep Corpu secara utuh, 73% menyatakan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti
belum berbasis pada analisis kebutuhan jabatan maupun organisasi, dan 68% belum
pernah menyusun [Individual Development Plan (IDP) maupun Human Capital
Development Plan (HCDP).

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa proses pembelajaran di lingkungan
Kemenhub masih bersifat administratif dan belum terintegrasi ke dalam sistem
pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sebagaimana prinsip Corpu. Hal ini
memperkuat dugaan bahwa Kemenhub belum menjalankan strategi pembelajaran

ASN yang sejalan dengan prinsip-prinsip Corpu sebagaimana yang diamanatkan



dalam Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala LAN No. 306
Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, Kemenhub juga masih menghadapi
kesenjangan besar dalam pengembangan SDM, dengan capaian skor NSPK hanya
3,5 dari target 7, menunjukkan ketidakterpenuhinya standar kompetensi yang
diharapkan. Padahal, salah satu sasaran strategis dalam RPJMN 2025-2029 adalah
mewujudkan 90% ASN yang kompeten dan berbudaya digital.

Informasi dari laporan internal dan hasil wawancara dengan pejabat
fungsional menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi di Kemenhub masih
bersifat reaktif dan tergantung pada penawaran pelatihan dari pihak eksternal,
bukan berdasarkan pemetaan kebutuhan organisasi. Bahkan, rencana penyusunan
IDP dan HCDP yang semula diagendakan untuk 2025 terpaksa dibatalkan karena
efisiensi anggaran. Hal ini memperkuat bukti bahwa pengembangan kompetensi
ASN belum terstruktur secara strategis dan berkelanjutan.

Kondisi ini menandakan bahwa Kemenhub masih menghadapi tantangan
fundamental dalam membangun sistem pembelajaran ASN yang berbasis pada
prinsip-prinsip Corpu. Ketidakhadiran IDP dan HCDP bukan sekadar masalah
teknis, melainkan indikator rendahnya readiness kelembagaan, yang dapat
menghambat upaya transformasi birokrasi secara menyeluruh di sektor transportasi
nasional.

Jika dibandingkan dengan instansi lain, terlihat jelas bahwa Kementerian
Perhubungan menghadapi tantangan mendasar, yaitu belum terbentuknya struktur
kelembagaan pembelajaran yang terintegrasi, absennya perencanaan strategis
seperti IDP dan HCDP, serta lemahnya koordinasi antara unit pengembangan SDM
dan manajemen organisasi. Kondisi ini kontras dengan K/L maupun Pemda yang
telah lebih siap, baik dari sisi sistem, strategi, maupun budaya pembelajaran yang
mendukung transformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Dengan demikian, urgensi untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem
pengembangan kompetensi ASN dalam kerangka Corporate University di
Kementerian Perhubungan menjadi semakin mendesak. Hal ini menuntut adanya

kajian ilmiah yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis terhadap kesiapan



kelembagaan dan efektivitas kebijakan pengembangan SDM yang ada. Di sinilah
penelitian ini mengambil posisi penting untuk memberikan kontribusi terhadap
perumusan strategi pembelajaran yang lebih terarah, sistemik, dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting
terhadap pemahaman konsep dan implementasi pengembangan kompetensi ASN,
termasuk pendekatan Corpu sebagai strategi pembelajaran kelembagaan. Yulita
(2024a) mengevaluasi efektivitas pelatihan non-klasikal berbasis Outbound
Corporate University di Puslatbang KHAN, LAN, menggunakan model evaluasi
Kirkpatrick level 1 dan 2. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan non-klasikal
ini tidak hanya meningkatkan kepuasan peserta terhadap metode dan fasilitator,
tetapi juga menghasilkan peningkatan signifikan dalam penguasaan materi dan
keterampilan peserta.

Penelitian lain oleh Susanty (2022a) juga menggunakan model evaluasi
Kirkpatrick untuk menilai program pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya mengevaluasi
program pelatihan dari sisi kepuasan peserta dan peningkatan pembelajaran sangat
berpengaruh dalam menilai kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi
ASN.

Sementara itu, Habibah (2022) menyoroti pelaksanaan pengembangan
kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui
pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan kewajiban
minimal 20 jam pelajaran per tahun belum sepenuhnya tercapai, yang berdampak
pada rendahnya nilai indeks profesional ASN. Ia menyimpulkan bahwa belum
adanya sistem evaluasi otomatis dan belum tersusunnya perencanaan pembelajaran
menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pengembangan SDM.

Penelitian dari Meyana & Ndari (2023) menguatkan pentingnya strategi
pelatihan berbasis teknologi seperti e-learning serta integrasi metode manajemen
kinerja berbasis Management by Objectives (MBO) dan Human Resource
Scorecard (HRSc). Dalam konteks pengembangan SDM di sektor publik,
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pendekatan ini mampu meningkatkan kontribusi individual ASN terhadap tujuan
strategis organisasi.

Meskipun berbagai studi tersebut telah membahas pentingnya pelatihan dan
model evaluasi dalam pengembangan kompetensi ASN, kebanyakan fokus pada
evaluasi program pelatihan tertentu dan belum banyak penelitian yang secara
eksplisit mengkaji kesiapan kelembagaan dalam mengadopsi sistem pembelajaran
ASN berbasis Corpu secara utuh dan terintegrasi. Selain itu, kajian mengenai
pengembangan kompetensi ASN di kementerian teknis seperti Kementerian
Perhubungan masih sangat terbatas, padahal sektor ini memiliki tantangan yang
unik dan kompleks, terutama dalam menyiapkan SDM transportasi yang kompeten,
adaptif, dan siap menghadapi era transformasi digital.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut
dengan tujuan mengevaluasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan
Kementerian Perhubungan sekaligus menganalisis kesiapan institusinya dalam
mengimplementasikan sistem Corpu. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi
pelaksanaan pelatihan, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, kelembagaan,
struktur pembelajaran, dan integrasi sistem, sebagaimana diatur dalam Peraturan
LAN No. 6 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala LAN No. 306 Tahun 2024.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan
praktis dalam pengembangan kebijakan SDM Kemenhub. Secara akademik,
penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang Corpu di sektor publik
Indonesia. Sementara secara praktis, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar
rekomendasi strategis dalam memperkuat sistem pembelajaran ASN yang lebih

adaptif, terstruktur, dan selaras dengan tuntutan birokrasi masa depan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan,
maka penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian berikut:
1. Bagaimana tingkat kesiapan kelembagaan Kementerian Perhubungan dalam
membangun dan mempersiapkan implementasi Corporate University sebagai

sistem pelatihan dan pembelajaran ASN?
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2. Bagaimana strategi implementasi Corporate University yang tepat dan adaptif

bagi Kementerian Perhubungan, berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesiapan
kelembagaan serta kerangka sistem pelatihan dan pembelajaran ASN versi

LAN?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan kompetensi ASN

di lingkungan Kementerian Perhubungan serta menganalisis kesiapan kelembagaan

dalam menerapkan sistem pelatihan dan pembelajaran terintegrasi berbasis

Corporate University.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

. Menganalisis tingkat kesiapan kelembagaan Kementerian Perhubungan

dalam membangun dan mempersiapkan implementasi Corporate University
sebagai sistem pelatihan dan pembelajaran ASN.

Menyusun strategi implementasi Corporate University yang tepat dan adaptif
bagi Kementerian Perhubungan, berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesiapan
kelembagaan serta kerangka sistem pelatithan dan pembelajaran ASN yang

ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif baik bagi

pengembangan ilmu pengetahuan (aspek akademik) maupun bagi perbaikan

kebijakan dan praktik kelembagaan (aspek praktis) di lingkungan Kementerian

Perhubungan di antaranya :

1.

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmiah
terkait pengembangan kompetensi ASN dan implementasi sistem
pembelajaran terintegrasi berbasis Corporate University di sektor publik.
Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang
menyoroti evaluasi kapasitas kelembagaan dalam membangun sistem

pembelajaran aparatur negara secara sistemik dan berbasis kinerja.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi
Kementerian Perhubungan, khususnya unit-unit yang menangani
pengembangan SDM, dalam menyusun kebijakan pembelajaran yang lebih
terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Temuan
penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar perumusan dokumen
Human Capital Development Plan (HCDP) dan Individual Development Plan
(IDP), serta dalam merancang roadmap implementasi Corporate University

yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan sektor transportasi.
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BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan kelembagaan Kementerian
Perhubungan dalam membangun dan mengimplementasikan Corporate University
(Corpu) sebagai sistem pembelajaran dan pengembangan Aparatur Sipil Negara
(ASN) berada pada tahap intermediate low dengan rata-rata kesiapan sebesar
52,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi struktural dan dukungan
teknologi telah tersedia, kapasitas kelembagaan secara keseluruhan masih
memerlukan penguatan signifikan untuk mencapai integrasi pembelajaran yang
berkelanjutan dan berbasis kinerja. Dari aspek kelembagaan dan tata kelola,
struktur organisasi dan komitmen pimpinan telah terbentuk sebagai dasar penting
dalam pengembangan Corpu, namun koordinasi lintas unit serta keselarasan antara
kebijakan pembelajaran dan perencanaan sumber daya manusia belum berjalan
optimal. Dari aspek implementasi sistem pembelajaran, mekanisme pelatihan masih
bersifat administratif dan reaktif, serta belum sepenuhnya berbasis pada analisis
kebutuhan jabatan maupun organisasi. Selain itu, penerapan model 70:20:10 belum
terstandardisasi secara menyeluruh, baik dari segi mekanisme pelaksanaan maupun
pengukuran hasil belajar. Sementara itu, dari aspek perencanaan pengembangan
kompetensi, penyusunan Individual Development Plan (IDP) dan Human Capital
Development Plan (HCDP) belum dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja,
sehingga integrasi antara pembelajaran, kinerja, dan manajemen talenta ASN masih
rendah.

Untuk memperkuat implementasi Corpu ke depan, diperlukan strategi yang
berfokus pada penguatan koordinasi kelembagaan dan komitmen lintas unit kerja,
penyusunan panduan teknis penerapan model 70:20:10 yang terintegrasi dengan
IDP dan HCDP, pengembangan konten digital pembelajaran yang relevan dengan
kebutuhan organisasi, serta penanaman budaya berbagi pengetahuan (knowledge
sharing culture) sebagai ciri utama organisasi pembelajar. Dengan langkah-langkah

tersebut, Corporate University Kementerian Perhubungan berpotensi berkembang
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menjadi organisasi pembelajar (learning organization) yang adaptif, kolaboratif,
dan berorientasi hasil, serta menjadi katalisator transformasi birokrasi menuju tata
kelola pemerintahan yang inovatif dan profesional, selaras dengan visi Transportasi

Maju untuk Indonesia Emas 2045.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, strategi implementasi Corporate University
(Corpu) di Kementerian Perhubungan akan lebih efektif jika didukung langkah-
langkah praktis yang dapat segera diwujudkan. Beberapa saran yang dapat

dipertimbangkan antara lain:
1. Regulasi

Diperlukan percepatan penyusunan dan pengesahan regulasi khusus yang
menjadi dasar hukum penyelenggaraan Kementerian Perhubungan Corporate
University (Kemenhub Corpu). Regulasi ini dapat berupa Peraturan Menteri
Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur pedoman
pelaksanaan pembelajaran ASN melalui sistem Corporate University,
termasuk di dalamnya mekanisme pendanaan, standar kurikulum, sistem
evaluasi, dan tata kelola kelembagaan. Keberadaan regulasi ini tidak hanya
memberikan legitimasi formal, tetapi juga mempercepat konsolidasi dan

harmonisasi pelaksanaan program di seluruh unit kerja Kementerian.

Berdasarkan hasil penelitian Ewer & Russ-Eft, implementasi corporate
university yang ideal perlu memiliki struktur organisasi tersendiri di dalam
organisasi induknya, dengan kejelasan visi, misi, sasaran, dan tujuan
kelembagaan. Dalam konteks Kementerian Perhubungan, sebenarnya telah
tersedia draft regulasi terkait pembentukan Kemenhub Corpu, namun hingga
kini belum disahkan sebagai produk hukum yang berlaku. Oleh karena itu,
BPSDMP sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pembentukan Corpu
perlu segera mengesahkan regulasi tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri

Perhubungan.
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Dalam rancangan tata kelola yang telah disusun, Kemenhub Corporate

University memiliki dua kelompok utama dalam struktur organisasinya, yaitu:

a. Dewan Pengarah Pembelajar (Learning Steering Board), yang terdiri atas
Chairman, Vice Chairman, Representative Unit JPT Madya, Representative

Unit Pengelola SDM, dan Individual Members;

b. Tim Pelaksana (Executive Team), yang beranggotakan Chief Learning
Officer (CLO), Chief Operational Officer (COO), Executive Officer, dan
Regional Officers.

Agar implementasi Kemenhub Corpu berjalan optimal, langkah-langkah

berikut perlu segera dilakukan:

a. Dewan Pengarah Pembelajar perlu segera:

e Merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN
sesuai dengan kebijakan dan Rencana Strategis Manajemen
Talenta Kementerian Perhubungan.

e Menetapkan kebutuhan dan prioritas pengembangan
kompetensi yang sejalan dengan arah kebijakan strategis
kelembagaan.

e Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Corpu secara berkala.

e Mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam satu tahun
untuk menghasilkan: a) daftar kebutuhan dan prioritas
pengembangan kompetensi tahun berjalan dan tahun
berikutnya; dan/atau b) kebijakan strategis pengembangan
SDM untuk periode lima tahun sesuai masa pemerintahan.

b. Tim Pelaksana harus segera:

e Menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi ke
dalam rencana operasional.

e Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan program

pengembangan kompetensi.
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e Menyampaikan  usulan kebutuhan dan rencana
penyelenggaraan pembelajaran kepada Dewan Pengarah.

e Mengembangkan metode pelaksanaan pembelajaran sesuai
dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik unit kerja.

e Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi baik
dalam bentuk pelatihan klasikal maupun nonklasikal.

e Mengusulkan anggota kelompok keahlian (group skill) untuk

setiap rumpun kompetensi yang telah ditetapkan.

Setelah Koordinator Kelompok Keahlian (Chief Group Skill) terbentuk,
mereka akan berperan memimpin kelompok keahlian di masing-masing unit
kerja, mengusulkan kurikulum, merumuskan kebutuhan pengembangan
kompetensi ASN, dan memberikan pembinaan berkelanjutan sesuai bidang

tugasnya.

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur sistem Corporate
University menjadi  krusial sebagai pedoman resmi pelaksanaan
pengembangan kompetensi ASN melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
Apabila regulasi ini segera disahkan dan dijalankan secara konsisten, maka
Kementerian Perhubungan akan memiliki model Corporate University yang
ideal, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kompetensi

serta kinerja aparatur negara di sektor transportasi nasional.
Penguatan Kapasitas Internal

Kementerian ~ Perhubungan  perlu  segera  menyusun  dan
mengimplementasikan Human Capital Development Plan (HCDP) dan unit
teknis di lingkungan Kemenhub perlu diarahkan untuk lebih mandiri dalam
menyusun Individual Development Plan (IDP) secara sistematis sebagai
bagian dari penguatan sistem pembelajaran terintegrasi di bawah naungan
Corporate University. Kedua instrumen ini bukan hanya sebagai pedoman
pengembangan kompetensi, tetapi juga sebagai elemen penting dalam
penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan bahwa
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pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi setiap pegawai ASN.
HCDP berperan strategis dalam menetapkan arah, prioritas, serta strategi
pemenuhan pengembangan kompetensi organisasi dalam jangka menengah
(3—5 tahun). Sementara IDP memastikan agar pengembangan kompetensi
individu setiap pegawai selaras dengan arah strategis organisasi dan dapat
dilaksanakan secara efisien serta terukur setiap tahunnya. Langkah yang

seharusnya ditempuh oleh Kementerian Perhubungan adalah :

1. Tahapan Penguatan Individual Development Plan (IDP)
Agar penyusunan IDP dapat berjalan efektif, Kementerian
Perhubungan disarankan untuk mengimplementasikan lima tahapan
berikut secara konsisten:
e Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran oleh Pegawai
Proses ini menjadi dasar penyusunan IDP, dimulai dari
analisis kebutuhan belajar yang mempertimbangkan arah
kompetensi prioritas organisasi, indikator kinerja utama
(IKU), hasil penilaian kinerja, hasil asesmen kesenjangan
kompetensi, serta rencana karier pegawai. Pegawai perlu
didorong melakukan penilaian mandiri (self-assessment)
agar kebutuhan pembelajaran bersifat reflektif dan relevan
dengan sasaran kinerja.
e Dialog Atasan Bawahan
Dialog ini penting untuk memastikan keselarasan antara
kebutuhan individu dan arah organisasi. Pimpinan berperan
memberikan umpan balik, motivasi, serta validasi terhadap
kebutuhan pembelajaran yang diusulkan oleh pegawai.
Dialog ini dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap
triwulan, sebagai bagian dari mekanisme coaching dan
performance review.
e Penyusunan Desain Pembelajaran
Koordinator Pembelajaran perlu menyiapkan panduan dan

instrumen seperti formulir dialog, hasil pemetaan pegawai,
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dan dokumen pendukung lainnya. Proses penyusunan
dilakukan melalui tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan
tindak lanjut, untuk memastikan IDP yang dihasilkan sesuai
kebutuhan dan siap diintegrasikan ke dalam sistem
pembelajaran digital Corpu (misalnya melalui e-Learning
dan e-Kinerja).

Integrasi IDP ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai

Hasil IDP perlu dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) tahun berjalan agar rencana pembelajaran menjadi
bagian dari kontrak kinerja individu. Dengan demikian,
pembelajaran tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi
bagian dari pencapaian kinerja yang terukur dan dapat
dimonitor melalui sistem e-Kinerja.

Evaluasi dan Umpan Balik

Setiap triwulan perlu dilakukan evaluasi antara realisasi
rencana pembelajaran dengan hasil kinerja pegawai. Hasil
evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui IDP agar tetap
relevan, serta memastikan pembelajaran berdampak
langsung pada peningkatan kompetensi dan produktivitas

kerja.

2. Tahapan Penguatan Human Capital Development Plan (HCDP)

Untuk mendukung IDP pada level individu, penyusunan HCDP

perlu dilakukan secara terstruktur oleh Dewan Pengarah

Pembelajaran dan Tim Pelaksana (CLO dan CGS) melalui tahapan

berikut:

Analisis Organisasi

Meliputi identifikasi mandat, arah kebijakan, dan
permasalahan kinerja organisasi. Analisis ini membantu
menentukan kompetensi strategis yang mendukung
pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan, termasuk

area yang menjadi Center of Excellence.
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e Analisis Jenis dan Kebutuhan Kompetensi
Menentukan jenis kompetensi yang diperlukan berdasarkan
hasil analisis organisasi. Kompetensi yang diidentifikasi
harus mendukung sasaran strategis dan transformasi layanan
transportasi nasional.

e Analisis Kesenjangan Kompetensi dan penetapan Metode
pengembangan
Mengukur perbedaan antara kompetensi aktual dan
kompetensi ideal, serta memilih metode pembelajaran yang
sesuai. Jika fokusnya pada peningkatan pengetahuan, maka
dapat digunakan metode formal seperti pelatihan atau e-
learning; sementara jika menyasar keterampilan dan perilaku
kerja, pembelajaran berbasis pengalaman (on-the-job
learning, mentoring, knowledge sharing) lebih efektif.

e Pengembangan Desain Pembelajaran Strategis
Menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan organisasi,
menetapkan metode pembelajaran, mengintegrasikan
dengan manajemen talenta, serta menyiapkan konten dan
substansi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan
jabatan dan kinerja.

Integrasikan HCDP dan IDP ke dalam Sistem Corpu Digital, mulai
dari diagnosis kebutuhan hingga evaluasi, perlu terhubung dalam
satu sistem digital berbasis data agar proses pembelajaran dan

kinerja saling mendukung.
3. Penguatan Kelompok Keahlian (Group Skill)

Dalam rangka memastikan efektivitas implementasi Corporate University
di lingkungan Kementerian Perhubungan, peran Kelompok Keahlian (Group
Skill) perlu segera dioptimalkan sebagai motor penggerak pengembangan
kompetensi ASN berbasis keahlian dan kinerja. Setelah regulasi terkait

Kelompok Keahlian disahkan, disarankan agar seluruh Koordinator atau
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Chief of Group Skills dari sembilan unit utama segera melaksanakan rapat
koordinasi lintas unit dengan agenda utama membahas secara konkret

pembentukan dan operasionalisasi kelompok keahlian.
Rapat tersebut perlu difokuskan pada empat aspek penting, yaitu:

a. Bidang Keahlian, untuk memastikan setiap kelompok keahlian
selaras dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja serta arah
kebijakan organisasi.

b. Kelompok Keahlian Spesifik, dengan mendefinisikan rumpun
kompetensi yang lebih rinci dan relevan dengan kebutuhan strategis
sektor transportasi.

c. Contoh Konkret Keahlian, berupa identifikasi jenis keahlian atau
profesi yang menjadi kekuatan inti tiap kelompok, seperti analis
kebijakan transportasi, perancang sistem keselamatan penerbangan,
auditor kepatuhan pelayaran, atau ahli rekayasa prasarana
perkeretaapian.

d. Peran dalam Instansi Pemerintah, untuk memperjelas kontribusi
kelompok keahlian terhadap perumusan kebijakan, peningkatan
kinerja organisasi, dan pembelajaran berbasis praktik (learning from

experts).

Melalui langkah ini, Kemenhub dapat memetakan keahlian ASN secara
lebih presisi, mengidentifikasi subject matter experts (SME) di tiap bidang,
serta membangun jejaring pembelajaran internal yang kuat antar unit. Selain
itu, hasil pemetaan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan program
pengembangan kompetensi yang terarah dan berbasis kebutuhan riil
organisasi. Kelompok keahlian tidak hanya menjadi struktur administratif,
tetapi juga berfungsi sebagai komunitas pengetahuan (knowledge
community) yang memperkuat budaya kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran
berkelanjutan dalam ekosistem Corporate University Kementerian

Perhubungan.

4. Penerapan Strategi Belajar
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Implementasi strategi pembelajaran berbasis model 70:20:10 menandai
transformasi  paradigma belajar ASN dari training-based menuju
performance-based learning system. Kementerian Perhubungan perlu
menerapkan secara konsisten model pembelajaran ini sebagai pendekatan
utama dalam penyelenggaraan Corporate  University, —mengingat

efektivitasnya dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan kinerja.

Kementerian Perhubungan perlu memastikan bahwa pengembangan
kompetensi ASN tidak terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga mencakup
proses pembelajaran sosial serta pengalaman langsung di tempat kerja. Model
70:20:10 menegaskan pentingnya integrasi antara kegiatan belajar dan
aktivitas kerja (learning in the flow of work), sehingga proses pembelajaran
menjadi relevan, kontekstual, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut,

beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan antara lain:

a. Pembelajaran Formal

Komponen pembelajaran formal berfokus pada pelatihan
klasikal dan kegiatan pembelajaran terstruktur yang bertujuan
membangun landasan teoritis, sertifikasi kompetensi, serta
pemahaman normatif dan teknis bagi ASN.

Jenis kegiatan pembelajaran formal mencakup: a. Pelatihan
teknis, untuk meningkatkan keterampilan spesifik sesuai bidang
tugas (darat, laut, udara, dan perkeretaapian). b. Pelatihan
fungsional, mendukung pengembangan kompetensi jabatan
fungsional sesuai instansi pembina. c. Pelatihan struktural
kepemimpinan, seperti PKN dan PKP, untuk membentuk
kemampuan manajerial dan kepemimpinan strategis. d. Pelatihan
sosial kultural, menanamkan nilai integritas, etika pelayanan publik,
dan wawasan kebangsaan. e. Pelatihan manajerial, memperkuat
kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan
keputusan. f. Pelatihan tingkat nasional, memperluas jejaring dan

wawasan lintas kementerian/lembaga. g. Sekolah kader,
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C.

menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui pembinaan
berjenjang. h. E-learning dan pelatihan jarak jauh, memanfaatkan
LMS Kemenhub Corpu untuk memperluas akses belajar. i.
Bimbingan teknis (bimtek), kursus, penataran, seminar, konferensi,
sarasehan, sosialisasi, workshop/lokakarya, serta belajar mandiri,
yang dilaksanakan oleh BPSDMP dan unit kerja Kemenhub sesuai
kebutuhan kompetensi.

Seluruh bentuk pelatihan ini harus disusun berdasarkan
standar kompetensi jabatan, kurikulum, silabus, dan modul yang
dikembangkan oleh BPSDMP bekerja sama dengan unit pembina
teknis, sehingga hasil belajar terukur dan selaras dengan kebutuhan
organisasi.

Pembelajaran Sosial

Komponen pembelajaran sosial berfokus pada interaksi
antarindividu  yang memperkuat budaya kolaboratif dan
pembelajaran berbasis komunitas. Kegiatan dalam kategori ini
mencakup: a. Coaching, yaitu proses pembimbingan langsung oleh
pimpinan atau pelatih profesional untuk membantu ASN mencapai
kinerja optimal. b. Mentoring, berupa pendampingan oleh pegawai
senior kepada junior untuk menularkan pengalaman, nilai, dan
praktik terbaik organisasi. c. Komunitas belajar (community of
practice), yaitu forum kolaboratif tempat ASN berbagi ide, solusi,
dan pengalaman sesuai bidang keahlian. d. Pelatihan nonklasikal
berbasis bimbingan lainnya, seperti peer learning, knowledge
sharing session, dan action learning group, yang mempercepat
transfer pengetahuan tacit di lingkungan kerja.

Pendekatan sosial ini memperkuat peran pimpinan sebagai
coach dan role model, sekaligus membangun budaya organisasi
pembelajar (learning organization) yang mempercepat adaptasi dan
inovasi ASN.

Pembelajaran Berbasis Pengalaman
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Komponen terbesar dalam strategi pembelajaran Kemenhub
Corpu menekankan experiential learning, yaitu pembelajaran
melalui pengalaman kerja langsung. ASN belajar sambil bekerja
(learning by doing) dan menerapkan pengetahuan di situasi nyata
tanpa meninggalkan tanggung jawab utama.

Bentuk kegiatan meliputi: a. Magang atau praktik kerja, baik
di dalam maupun di luar instansi, untuk memperdalam keterampilan
teknis dan manajerial. b. Pertukaran pegawai (exchange program)
antara ASN dengan pegawai swasta, BUMN, atau BUMD untuk
memperluas perspektif. c. Patok banding (benchmarking) melalui
studi komparatif ke organisasi berpraktik unggul. d. Detasering atau
secondment, penugasan sementara untuk memperluas wawasan
lintas fungsi. e. Pembelajaran alam terbuka (outbound) untuk
mengembangkan kerja sama tim dan kepemimpinan. f. Bimbingan
di tempat kerja, pendampingan langsung oleh atasan, widyaiswara,
atau ahli selama menjalankan tugas. g. Bentuk pelatihan nonklasikal
lainnya yang terintegrasi di tempat kerja, seperti project-based
learning dan job rotation.

Penerapan pembelajaran berbasis pengalaman ini disusun
dalam dokumen komitmen belajar yang disepakati antara peserta,
widyaiswara, dan pimpinan unit kerja. Desain implementasinya
disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi, serta
dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterkaitan antara hasil
belajar dan kinerja jabatan. Selain itu, bagi ASN dengan potensi
talenta unggul, pembelajaran dapat diperluas melalui on-the-job
training, special assignment, counseling, pencitraan profesional,
knowledge management, dan forum ilmiah, yang mendorong

inovasi serta publikasi pengetahuan di lingkungan Kemenhub.
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5. Penelitian Lanjutan

Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk menindaklanjuti dengan kajian
efektivitas implementasi Corpu, terutama dari sisi dampak terhadap kinerja
pegawai dan pencapaian target organisasi. Penelitian komparatif antar-

kementerian atau lembaga juga penting dilakukan agar praktik terbaik dapat

diidentifikasi dan dijadikan acuan bagi Kemenhub.
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